



























































&)
i,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

02D
b. jaminan pencantuman produk Inovasi dalam

katalog  elektronik  pengadaan  barang/jasa

pemerintah.

BAB V

ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN, DAN KEBIJAKAN
BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
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Bagian Kesatu
Etika

Pasal 39

Penclitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode
etik bidang ilmu.

Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1j, dibentuk komisi etik yang bersifat ad
hoc.

Keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.
Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas menelaah dan menetapkan
kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang
ilmu.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi
etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang
melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan
komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 40

Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib
simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan

Penerapan.

(2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud

(3)

(4)

(5)

(7)

pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

a. penyandang dana;

b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; dan

c. Kelembagaan Iimu Pengetahuan dan Teknologi.

Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan data mentah autentik dalam berbagai

bentuk vyanng diperoleh dari kegiatan Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,

dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

Data primer dan keluaran hasil Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan

paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,

dan Penerapan yang dilaksanakan di Indonesia

dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah. dan/atau Badan Usaha.

Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dikeiola secara

bertanggung jawab.

(8) Pengelolaan . . .
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Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang terintegrasi secara nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib serah dan
wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kebijjakan Berlandaskan I[lmu Pengetahuan dan Teknologi

(1)

(2)

Pasal 41

Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah
dalam perumusan dan penetapan kebijakan
pembangunan nasional. |

Ketentuan mengenai hasil Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan yang wajib digunakan
sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan
penetapan kebijakan pembangunan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KELEMBAGAAN-IiLMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
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Pasal 42

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri

atas:

a.

o oo o

lembaga penelitian dan pengembangan;
lembaga pengkajian dan penerapan;
perguruan tinggi;

Badan Usaha; dan

lembéga penunjang.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berfungsi untuk
menumbuhkan kemampuan pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga penelitian dan pengembangan
bertanggung jawab menghasilkan Invensi dan
menggali potensi pendayagunaannya.

Pasal 44

Lembaga pengkajian dan penerapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berfungsi
menumbuhkembangkan penguasaan Teknologi dan
meningkatkan pendayagunaan Teknologi.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga pengkajian dan penerapan
bertanggung jawab menghasilkan Inovasi dan
mendorong keberhasilan penerapannya.

Pasal 45

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf c¢ berfungsi menyiapkan sumber daya
manusia untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perguruan tinggi bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan tridarma perguruan
tinggi.

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang mampu menghasilkan Invensi dan Inovasi
dapat diberi insentif.

(4) Insentif . . .
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Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Paragraf 1
Klasifikasi dan Status Kerja

Pasal 50

(1) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf a diklasifikasikan:

a. peneliti;

b. perekayasa;

c. dosen; dan

d. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi lainnya.

(2) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

(4) Untuk menjamin akuntabilitas profesi sumber daya
manusia Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

organisasi profesi ilmiah.

Pasal 51

Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memiliki
status kerja sebagai:

a. Aparatur Sipil Negara;

b. Tentara . . .
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